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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
TAHUN 2011 NOMOR 134 

 
PERATURAN BUPATI  BANTAENG 

NOMOR 11 TAHUN 2011 
 

TENTANG  
 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENANAMAN MODAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTAENG 

 
 

Menimbang  :  a. bahwa dengan diundangkannya  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng 
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal, yang telah diundangkan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 3 
maka dipandang perlu membuat peraturan pelaksanaannya; 

 
 b.   bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
 

Mengingat :  1.  Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di  Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962   tentang Perusahaan Daerah   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2387) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2900); 

3.   Undang - Undang  Nomor  5   Tahun   1984   tentang   Perindustrian  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 

4.  Undang -  Undang   Nomor  9   Tahun  1992  tentang   Keimigrasian 
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479); 
5 . Undang-Undang  Nomor    25 Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3612); 

7.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3613); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
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Penyelesaian Sengketa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3872); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 

10. Undang-Undang  Nomor  13   Tahun    2003   tentang    Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4389); 

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004  Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

12. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4844); 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal                    
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4724); 

15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas                        
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum Dan 
Tata Cara Perpajakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4740); sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan 
keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  Ketentuan 
Umum dan Tata cara perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

17. Undang-Undang  Nomor   20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

18. Undang -  Undang   Nomor   25   Tahun   2009   tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 92 , 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 

20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  dan Retribusi 

Daerah         (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

21. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia  
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Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

22. Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan 

Pengaturan Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia       Nomor 3330); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin 

Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3335); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan 

Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3373); 

25. Peraturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk 

dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1994 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3563); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3617); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak 

Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu 

dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4637); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia  Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4761); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata 

Cara Pemberian Insentif Penanaman Modal di Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4861); 
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33. Peraturan Pemerintah Nomor  2 Tahun 2009 tentang Perlakuan 

Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan 

dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada Di Lingkungan yang 

telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4970); 

34. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

Undangan; 

35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 

2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 

Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

36. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

37. Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi; 

38. Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 

39. Peraturan Menteri dalam Negeri  Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 

Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2007 tentang Pemberian 

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang 

Usaha Tertentu dan/atau di Daerah – Daerah Tertentu; 

41. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

di Bidang Penanaman Modal; 

42. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; 

43. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010; 

44. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem 

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Eletronik (SPIPISE);  

45. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi  Nomor 4 Tahun 

1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun 1986  Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Selatan  Nomor 35 ); 

46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 

tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2009  Nomor 13 ); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor  6 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
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Bantaeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng 

Tahun 2009 Nomor 6 ); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 

Nomor 3 ). 

 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH   KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
PENANAMAN    MODAL 

 
     Pasal 1 

 
Melaksanakan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Penanaman Modal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng 
Tahun 2011 Nomor 3 Tanggal 8 Maret 2011 
 
                                                                 Pasal 2 

 
Petunjuk teknis, sistem pelaksanaan dan prosedur administrasi Peraturan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini dibuat/disusun oleh Kepala Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng dan Kepala 
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng bekerjasama dengan 
unit/instansi terkait untuk ditetapkan dengan Peraturan /Keputusan Bupati.  
 

Pasal 3 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.    

 
 
Ditetapkan di Bantaeng 
Pada tanggal 14 Maret 2011  
 
BUPATI  BANTAENG 
          ttd 
H. M. NURDIN ABDULLAH  

 
 
Diundangkan di Bantaeng 
Pada Tanggal 11 Maret 2011  
 
SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG 
 
 
 
 
Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT 
Pangkat : Pembina Utama Muda 
NIP         : 19590112 198603 1 016 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2011 NOMOR 134 
 

 
 


